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ABSTRACT

Inter-regional cooperation is a breakthrough to reduce conflicts between
regions, in Central Java establishment of cooperation place processing requires
Final Waste stagnated for four years, is worth study on "Development of the
concept of institutional inter-regional cooperation in Central Java" which aims to
find the concept of institutional cooperation among the areas of waste
management in the legislation governing inter-regional cooperation and waste
management as well as find the concept of institutional cooperation that is easy to
implement landfill

The theory of cooperation as the basic theory to analyze the case of
cooperation in this research, using qualitative research methods, data and
information obtained from officials related to waste management and inter-
regional cooperation as well as regulatory co-operation and waste management.

The results showed that there is a waste management arrangements are
inconsistent, there is no law specifically governing the cooperation of regional
landfill. The concept of structural-hierarchical institution as a model of regional
cooperation arrangements landfill.

An important finding of this study is: there are errors formulation of the
concept of co-operation mandatory and voluntary cooperation in regulatory
cooperation, waste management is a matter for the government that can not be
cooperation between the regions, need to set up a cooperative form of a forum of
coordination, monitoring and evaluation in cooperation regional landfill in
addition to institution waste management, the regulatory framework of
cooperation only at the regional landfill construction and utilization of the means-
prasaranan, the concept of institutional cooperation newfangled / pattern-hiererkis
difficult structural implemented in a decentralized paradigm dominance

Suggestions reconceptualization and redefinition of institutional cooperation
in the regulation and guidebooks, improving and strengthening institutional
cooperation with priority policy area.

Keywords: cooperation, regional Rules and regulations, structural
hierarchical, garbage.
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ABSTRAK

Kerjasama antar daerah merupakan terobosan untuk mengurangi berbagai
konflik antar daerah, di Jawa-Tengah pembentukan kerjasama Tempat
Pemrosessan Akhir Sampah mengalami stagnasi selama empat tahun, Perlu kajian
tentang “Pengembangan konsep kelembagaan kerjasama antar daerah di Jawa-
Tengah” yang bertujuan untuk menemukan konsep kelembagaan kerjasama antar
daerah pengelolaan sampah dalam peraturan perundangan yang mengatur
kerjasama antar daerah dan pengelolaan sampah serta menemukan konsep
kelembagan kerjasama TPA yang mudah di implementasikan.

Teori kerjasama sebagai teori dasar untuk menganalisa kasus kerjasama
dalam penelitian ini, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data dan
informasi diperoleh dari pejabat terkait pengelolaan sampah dan kerjasama antar
daerah serta peraturan perundangan kerjasama dan pengelolaan sampah.

Hasil penelitian adalah terdapat pengaturan pengelolaan sampah yang tidak
konsisten, belum ada peraturan perundangan khusus yang mengatur kerjasama
TPA regional. Konsep kelembagaan structural-hierarkis sebagai model pengaturan
kerjasama TPA regional.

Temuan penting penelitian ini adalah : terdapat kesalahan perumusan konsep
kerjasama wajib dan kerjasama sukarela dalam peraturan perundangan kerjasama,
pengelolaan sampah adalah urusan pemerintah yang tidak bisa dikerjasamakan
antar daerah, perlu dibentuk lembaga kerjasama berbentuk forum koordinasi,
monitoring dan evaluasi di dalam kerjasama TPA regional disamping lembaga
pengelola sampah, kerangka regulasi kerjasama TPA regional hanya pada
pembangunan dan pemanfaatan sarana-prasaranan, konsep kelembagaan
kerjasama yang bermodel/pola structural-hiererkis sulit di implementasikan dalam
dominasi paradigma desentralisasi

Saran rekonseptualisasi dan redefinisi kelembagaan kerjasama dalam
peraturan dan buku panduan, peningkatan dan penguatan kelembagaan kerjasama
dengan kebijakan prioritas daerah.

Kata kunci: kerja sama, regional, Peraturan-perundangan, struktural
hirarkis, sampah.
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